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I. PENDAHULUAN

a Dasar Hukum Evaluasi

1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor4614);

4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 80);

5) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian
Pendayagunaan Aplaratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refurmasi
Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah.

b, Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan,
serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kineda yang tepat sasaran
dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi
atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong
setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil)
yang telah direncanakan.
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d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1) Penilaian kualitas perenelnaan kinerja yang selaras yang akan dicapai
untuk mewu.iudkan hasil yang berkesinambungan;

2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja,

3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan lpenyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinefia intemal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas
dan efisiensi kinerja; dan

5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja
lainnya.

e. Metodologl Evaluasl

Penilaian dilakukan pada subJ<omponen evaluasi AKIP, dan setiap
sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria.
Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/ BlCClClDlE,
jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai
berikut:

Pilihan
Jawaban

Nilai Penjelasan

AA 't00 Jika seluruh kriterb telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan
dalam s€tidaknya 5 tahun terakhir.

90 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan
dalam setilaknya 1 Hrun lerakhir.

BB 80
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan
mandat kebUakan nasional.

B 70 Jika kualitss sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%)

CC 60 Jika kualitas sebaglan besar kriterb tehh terpenuhi (>50% - 75%).

C 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50o/o)

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kineda telah muhi dipenuhi
(>0o/o - 25%).

E 0
Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian
akuntabilitas kineria.
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c, Tuiuan Evaluasi

1) Memperoleh informasi tentang impbmentasi SAKIP;

2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan

5) Memonitor tirdak lanjut rekornendasi hasil evaluasi friode sebelumnya.



Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria
harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta buki daftar
dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh
nilai total (hasit akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP
lnstansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan

komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori
predikat sebagai berikut:

Predikat lnterpretasi

AA
(Nilai >90-100)

Sangat Memuaskan

Tdah teffujud Gd Govema,rc€.. Seluruh kinerja dikebb deqgan sangat
memuaskan di seluruh unit keria. Telah terbentuk p€merintah yang yang

dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke bvel individu-

A

(Nilai > 80-90)

Memuaskan

Terdapat gambaran bahva instansi pemerintahrunit keqa dapat
memimpin perubahan dalam mewuiudkan pemerintahan berorientasi
hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampaivke level eselon
4,/Pengawas/Subkoordinator-

BB

(Nilai > 70-80)

Sangat Baik

Tedapat gambaran bahwa AKIP sarEat bik padla 2j3 unit kerja, bdk itu
unit kerja uEma, maupun unit keda pendukung- Akuntabilitas yang

sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan

anggaran dalam mencapai kinerja, rnemiliki sistern manajemen kine{ja
yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kineria
telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

cc
(Nilai > 50-60)

Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih
perlu banyak perbaikan walaupun tldak mendasar khususnya
akuntabilitas kinerla pada unit kerja.

c

(Nilai > 30-50)

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum
terimplementasi sistem mana,emen kineria sehingga masih perlu banyak
perbaikan mendasar di level pusat.

D

(Nilai > 0-30)

SangBt Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan.
Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga
masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat
mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

lnspektorat D aerah Kabupaten N g anj uk 3

B

(Nilai >60-70)

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 113 unit kerja,

khususnya pada unit keria utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit
perbaikan pada unit kerja, serta komitrnen dalam manajemen kinerja.
Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon Zunit
keda.



Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas lnspektur Daerah

Kabupaten Nganjuk Nomor 090/3201411.2A012022 tanggal 27 Juni 2022 mulai

tanggal 27 sampai dengan A1 Jufi 2422.

f. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SAKIP adalah rangkaian sistematik dan bebagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kineria

instansi pemerintah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dalam
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja.

lnstansi
rangka

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A- Kondisi

Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah atas kualitas sistem dan dokumen
pendukungnya juga dilakukan penilaian dan memperhatikan kondisi-kondisi
terakhir, praktek dan hal-hal subtantif yang telah diwujudkan dan dilakukan
sertra konsistensi dan berkelanjutian (sustainability) implementasinya, berupa
gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum,

sesudah, serta dampak keberhasilan pada :

1. Evaluasl atas Perencanaan KinerJa

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen

Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan,

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen lndikator Kinerja Utama (lKU),

Dokunren lndikator Kinerja lndividu (lKl), Dokumen Sasaran Klnerja
Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

1.1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia.
a. Dokumen SOP Renja, DPA, RKA belum ada terlampir, baru ada

SOP penyusunan RKA-

b. Rencana Aksi 2021 sudah terlampir namun belum ada pengesahan

berupa SK dari camat Tanjunganom.

1.2. Dokumen Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar
yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang

SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara
logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscuffrng) :
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a. Rencana aksi belum men@rminkan aktifitas kinerja yang baik, belum
dijabarkan secara umum untuk OPD RSD Nganjuk, yang
mencantumkan lndikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output).

b. lndikator Kinerja Utama (lKU) pada table dibawah belum sqsuai
dengan format karena hanya mencantumkan kinerja utama tidak
mencantumkan sasaran, sumber data, penanggung jawab, dan
formulasi I penjelasan tidak dapat diukur.
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'1.3. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfuatkan untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
a. Rencana aksi yang dilakukan tidak di pantau secara berkala, belum

ada analisis perbaikan/rekomendasi, belum ada penyempumaan
untuk kondisi yang lebih baik.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan
pengukuran, kualitas pengukuran dan penerapan pengukuran kineda yang
meliputi perumusan dan penetapan lndikator Kinerja Utama (lKU), lndikator
Kineda lndividu (lKl) dan keandalan pengukuran kinega.
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c. Sudah ada casecading untuk penjabaran indikator dan sasaran tetapi
belum dilengkapi dengan pohon kinerja.

d. Setiap uniUsatuan kerja telah rnerumuskan dan menetapkan
Perencanaan Kinerja. Namun, belum diperjanjikan dalam bentuk
tandatangan kedua belah pihak dari yang terkait dan atasan
langsung.

2.'1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

2.2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan
kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara bedenjang
dan berkelanjutan.
a. Data kinerja telah dilengkapi dengan dokumen capaian tribulan,

namun belum didukung dengan data kinerja yang relevan untuk
mengukur capaian kinerja yang diharapkan.



b. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala

c. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian

Kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

2.3. Data kineda telah dilengkapi dengan dokumen capaian tribulan, namun

belum didukung dengan data kinerja yang relevan untuk mengukur
capaian kinerja yang diharapkan.

a. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas
dalam mencapai kinerja, dimana Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Rencana Aksi masih belum sempurna.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kineria.

3.1.Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.

3.2. Dokumen laporan Kinerja belum memenuhi standar yang

menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja, dan upaya
perbaikan/penyempumaannya.

a. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan
perbandingan realisasi kineria dengan realisasi kineria tahun-tahun
sebelumnya. Hanya membandingkan realisasi kinerja dengan
realisasi kineda tahun 2020.

b. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan
perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level
nasional/intemasionat (Benchmak Kinerja).

c. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan
perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
dengan membandingkannya realisasi indikator kinerja 202'l dengan

target akhir renstra pada tahun 2O21 .

d. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas
atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

e. Dokumen Laporan Kaneda telah menginfokan upaya perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)-

3.3.Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

a. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi
perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab).

b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya
menjadi kepedulian seluruh pegawai, belum didukung bukti
pengumpulan data kinefa secara berjenjang dan belum didukung
bukti pendukung pengumpulan data kinerja

c. lnformasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian akivitas untuk mencapai kinerja.
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d. lnformasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi
perubahan budaya kineda organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kineria lnternal.

4.1 - Evaluasi Akuntabilitas Kineria lnternal telah dilaksanakan.

a. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja intemal telah dilengkapi

dengan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kineria internal.

b. Evaluasi akuntabilitas kinerja intemal telah sepenuhnya dilaksanakan
pada seluruh unit kerja/perangkat daerah tiap triwulan-

c. Evaluasi akuntabilitas kinerja intemal telah didukung bukti dokumen

laporan hasil evaluasi internal tribulan per uniUbidang sesuai dengan

capaian program dan kegiatan (target, realisasi, dan capaian).

Namun, belum terdapat hambatan dan rekomendasi dari capaian

kegiatan.

d. Laporan evaluasi kinerja masing-masing seksi/BIDANG/OPD sesuai

mekanisme pengumpulan data kineria SOP secara berienjang (dari

staf ke Seksi ) seksi ke bidang ) bidnag ke OPD (dikompitasi

subag Program)

4.2.lmplementasi SAKIP sepenuhnya meningkat karena evaluasi
Akuntabilitas Kinerja lntemal sehingga memberikan kesan yang nyata
(dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

a. Evaluasi internal bisa dilengkapi bukti di tindaklanjutnya,

b. Evaluasi intemal bisa dilengkapi bukti rekomendasi ekstemal I
internal,

c. Evaluasi internal bisa dibngkapi bukti perbaikan/peningkatan

d. Evaluasi internal bisa dilengkapi bukti hasil pemanfaatan AKIP OP

1. Evaluasi atas Percncanaan Kinerja
1 .1 . Dokumen Perencanaan kinerja agar memenuhi standar yang baik,

yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART,
menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis,

serta memperhatikan kineda bidang lain (crosscuttfugt) sesuai dengan

sesuai dengan Permen PAN & RB No. PER/O9/M.PANl5l2007 tentang
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi
Birokrasi tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama
di Lingkungan lnstansi Pemerintah :

a. Menambahkan Dokumen SOP Renja, DPA, RKA, karena yang

terlampir, baru ada SOP penyusunan RKA.
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B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat
disarankan/direkomendasikan kepada Camat Tanjunganom agar
dilakukan, antara lain :



b. Rencana Aksi 2021 sudah terlampir namun belum ada pengesahan

berupa SK dari camat Tanjunganom.

2.1 . Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan
kinerja secara Ebktif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang
dan berkelanjutan.
b. Data kinerja telah dilengkapi dengan dokumen capaian tribulan,

namun belum didukung dengan data kinerja yang relevan untuk
mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

d. Pengukuran kinerja belum dilakukan seelra berkala
e. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi

penyesuaian Kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

2.2.Data kinerja telah dilengkapi dengan dokumen capaian tribulan,
namun belum didukung dengan data kinerja yang relevan untuk
mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

a. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas
dalam mencapai kinerja, dimana Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Rencana Aksi masih belum sempuma.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kineria.

3.1. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan
kinerja secara EfeKif dan Efisien dan telah dilakukan secara
berjenjang dan berkelanjutan.
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1.2. Dokumen Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar
yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang

SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap levet

secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscuffihg)

a- Rencana aksi belum mencerminkan aktifitas kinerja yang baik,
belum dijabarkan secara umum untuk OPD RSD Nganjuk, yang

mencantumkan lndikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output).

b. lndikator Kinerja Utama (lKU) belum sesuai dengan format karena
hanya mencanfumkan kinerja utama titJak mencanfumkan sasaran,
sumber data, penanggung jawab, dan formulasi / penjelasan tidak
dapat diukur.

c. Sudah ada casecading untuk penjabaran indikator dan sasaran
tetapi belum dilengkapi dengan pohon kineria.

d. Setiap uniUsatuan kerja dabm menetapkan Perencanaan Kinerja.
Harus membuat perjanjian dalam bentuk tandatangan kedua belah
pihak dari yang tekait dan atasan langsung.

e. Rencana aksi yang dilakukan di pantau secara berkala, dianalisis
perbaikan/rekomendasi, disempurnakan untuk kondisi yang lebih
baik.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja



a. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan
perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun
sebelumnya. Hanya membandingkan realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja tahun 2020.

b. Dokumen Laporan Kineda belum sepenuhnya menginfokan
perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level
nasional,/intemasional (Benchmark Kinerja).

c. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan
perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
dengan membandingkannya realisasi indikator kineda 2021
dengan target akhir renstra pada lahun 2021.

d. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan
kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau
hambatannya,

3.2. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

a. lnformasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi
perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab).

b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya
menjadi kepedulian seluruh pegawai, belum didukung bukti
pengumpulan data kinerja secara berjenjang dan belum didukung
bukti pendukung pengumpulan data kinerja

c. lnformasi dalam laporan kineria berkala telah digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d. lnformasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya
mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Klnerja lntemal.

4.1 .Evaluasi akuntabilitas kinerja intemal supaya dilaksanakan disetiap
tribulan dengan pembahasan target,realisasi, capaian, hambatan, dan
rekomendasi dari capaian kegiatan.

4.3. Laporan evaluasi kinerja dilaksanakan masing-masing
seksi/BIDANG/OPD sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP
secara berjenjang (dari staf ke Seksi ) seksi ke bidang ) bidnag ke
OPD (dikompilasi subag Program)

4.4,lmplementasi SAKTP sepenuhnya meningkat karena evaluasi
Akuntabilitas Kinerja lnternal sehingga memberikan kesan yang nyata
(dampak) dalam efektifitas dan efrsiensi Kinerja.

e. Evaluasi internal dilengkapi bukti di tindaklanjutnya,

f. Evaluasi intemal dilengkapi bukti rekornendasi ekstemaUintemal,

g. Evaluasi internal dilengkapi buKi perbaikanlpeningkatan

h. Evaluasi intemal dilerqkapi bukti hasil pemanfaatan AKIP OP
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a. Sampulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanjunganom Kabupaten

Nganjuk, memperoleh nilai sebesar 73,70 dengan kategori BB (Sangat Baik),

dengan rincian sebagai berikut :

No Komponen Bobot Nilai Hasil Evaluasi

1 30 o/o 26,10

2 Pengukuran Kinerja 3O %o

3 Pelaporan Kinerja 15 o/o 1 1 1 0

Akuntabililas Kinerja lnternal 25% 12,50

Jumlah 100 o/o 73,70

Dalam poin 1 sld 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut
akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat
mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

b. Dorongan brhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan penc.rpaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan

secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi

SAKIP dalam mewujudkan target capaian kineda yang telah direncanakan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan harapan pada tahun-tahun

selanjuhya menjadi lebih baik dan terarah.
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f. PENUTUP

Perencanaan Kineda

24,00
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